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ABSTRAK 

  Kepolisian senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat 

penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika di Kota Medan. Penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis 

empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di 

Kepolisian Kota Besar Medan. Alat pengumpul data adalah  penelitian 

kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengaturan hukum peredaran narkoba di 

wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Medan ditetapkan di dalam Undang-

Undang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut 

dikenakan sanksi dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati sebagaimana 

terdapat di Pasal 114 dan 119. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas 

peredaran gelap narkotika di Indonesia  Penegakan hukum terhadap pengedar 

narkoba di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Medan adalah meliputi upaya 

penanggulangan secara non penal policy yaitu upaya pre-emptif (penyuluhan) dan 

preventif (pencegahan).  Upaya pre-emtif yang dilakukan adalah dilakukan patroli 

dialogis sedangkan upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakuka 

razia-razia di tempat-tempat hiburan malam. 

Kata Kunci: Kepolisian, Pengedaran, Narkoba 

 
 

POLICE'S EFFORT IN DISCLOSING CRIMINAL ACTS OF DRUGS 
CIRCULATION IN INTERNATIONAL NETWORKS REVIEWED FROM 

LAW NUMBER 35 YEAR 2009 REGARDING NARCOTICS  
(Case Study at Polrestabes Medan) 

 
 

ABSTRACT 
The police always make efforts to reduce the level of abuse and illicit 

trafficking of narcotics in the city of Medan. This research is a descriptive 
analysis research that leads to empirical juridical research. Sources of data in 
this study are primary data and secondary data. Primary data is data obtained 
directly from research at the Medan City Police. Data collection tools are library 
research and field research. The legal regulation of drug trafficking in the 
jurisdiction of the Medan City Police is stipulated in Law Number 35 of 2009 
concerning Narcotics, namely where the dealer is subject to sanctions with the 
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heaviest punishment, namely the death penalty as contained in Articles 114 and 
119. The spirit and purpose of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is to 
prevent and eradicate illicit narcotics trafficking in Indonesia. Law enforcement 
against drug dealers in the jurisdiction of the Medan City Police includes non-
penal policy countermeasures, namely pre-emptive (counseling) and preventive 
(prevention) efforts. Pre-emptive efforts are carried out by dialogical patrols, 
while preventive measures are carried out by conducting raids at night 
entertainment venues.  
 
Keywords: Police, Trafficking, Drugs. 

. 

PENDAHULUAN 

Peredaran gelap narkotika di Indonesia tampaknya semakin marak. Saat 

ini, narkotika tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi 

bagi masyarakat pedesaan pun narkotika tidak lagi menjadi barang langka. 

Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan di 

konsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah 

mengenal barang haram tersebut. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan 

internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus di 

Indonesia sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan dijadikan 

sebagai produsen untuk jenis narkoba. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat 

mengancam kehidupan bangsa dan negara. Dalam permasalahan tersebut maka 

sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk 

menanggulangi, memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di 

Indonesia.  

Peredaran gelap narkotika Kota Medan masuk urutan ketiga terbesar 

peredaran narkotika. Kota Medan merupakan salah satu daerah rawan 

penyalahgunaan narkoba dan merupakan salah satu daerah rawan dan tertinggi 

penyalahgunaan narkoba. BNN akan menindak tegas dan keras para pelaku 

kejahatan narkoba, jika ada perlawanan atau melarikan diri, tidak segan segan 

menggunakan senjata api. BNN bersama instansi terkait seperti Polri dan TNI 

akan lebih ketat mengawasi daerah Sumut karena merupakan pintu masuk 

narkoba, dari Aceh maupun dari Malaysia. 
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Dampak atau efek samping narkotika yang timbul dapat meresahkan 

masyarakat. Kekhawatiran yang membawa keprihatinan ini akan makin 

bertambah jika secara langsung mencermati proses dan penanggulangan peredaran 

gelap obat-obatan narkotika selama ini. Di televisi hampir setiap hari ditayangkan 

pengedar gelap narkoba. Ironisnya, meski sering dilakukan operasi terhadap 

pengedar, ternyata hal itu tidak pernah menyusutkan para bandar atau pengedar 

narkotika dan penggunanya untuk terus bertransaksi barang haram tersebut, 

bahkan ada kecenderungan semakin meningkat.  

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahuun 2009 Tentang 

Narkotika menyebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat 

bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika 

disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat 

menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat 

khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya 

yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai- nilai budaya bangsa yang pada 

akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk melindungi 

masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta 

memberantas peredaran gelap narkotika, dalam Undang-undang ini diatur juga 

mengenai prekursor narkotika karna prekursor narkotika merupakan zat atau 

bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan 

narkotika. 

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, telah 

menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah 

mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, 

ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Umumnya masyarakat belum 

menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan urusannya selama anak atau 

keluarganya belum menjadi korban. Sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan 

malam, tetapi sudah merabah ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah- 

sekolah. Menjalarnya pemakaian narkoba memang sangat merisaukan. Cara 
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menjerat mangsa sudah semakin intensif dan canggih, mulai cara- cara klasik 

denagan membujuk korban untuk mencoba secara gratis, menawarkan sebagai 

gaya hidup modern kepada para remaja, mempromosikan sebagai terapi, 

melangsingkan tubuh hingga sebagai obat mengatasi rasa capek. Terakhir dengan 

cara keji, anak- anak SD di bujuk dengan obat psikotropika berwujud permen dan 

dipikat dengan uang agar mau mencobanya.  

Peredaran narkotika terjadi bersifat transnasional yang dilakukan dengan 

modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum 

di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna 

meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia 

khususnya bagi generasi penerus bangsa.  

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan 

dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan 

mengusahakan ketersediaan narkotika yang sangat dibutuhkan sebagai obat- 

obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang 

diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan 

mendapat ijin dari mentri kesehatan.  

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah 

disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang 

narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-

bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku 

lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas 

daerah operasinya. 

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah 

bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan 

teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan 

menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan 

kualitassumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus 

bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting 
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terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional 

(BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap 

tindak pidana narkotika.  

 

METODE PENELITIAN 

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana 

cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu 

penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan 

didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan 

merupakan suatu kebenaran. 

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu 

penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan 

penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian 

kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah 

penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar 

pertanyaan) ataupun wawancara langsung. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian 

deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran 

suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain 

dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah 

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam 

aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya 

dalam praktik dan putusan-putusan hukum. 

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat 

digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai 

usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan 
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masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian 

pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap 

dan jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian 

hukum sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga 

mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. 

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji bahwa penelitian hukum 

sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak 

tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis 

atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-

undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definis-definisi operasionil 

dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. 

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian 

mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema 

dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan 

teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian 

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Mendeteksi penyalahguna narkotika, disamping dengan pelaksanaan test 

narkotika, para pecandu narkotika yang sudah dewasa ataupun yang belum 

dewasa dihimbau agar segera melaporkan kasus kecanduannya untuk menjalani 

terapi rehabilitasi ditempat-tempat terapi rehabilitasi. Proses melaporkan diri 

itulah yang disebut wajib lapor. Kegiatan wajib lapor ini diatur dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu 

Narkotika.  

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyebutkan  bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian jelas 
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bahwa apabila ada penyalahguna narkotika secepat mungkin yang bersangkutan 

(apabila sudah dewasa) ataupun orang tua dari penyalahguna (apabila 

penyalahguna belum cukup umur) segera melaksanakan wajib lapor agar penyalah 

guna tersebut segera menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Masyarakat di sekitarnya harus memprakasai kegiatan wajib lapor ini agar segera 

dapat mencapai lingkungan bebas Narkoba. 

Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib 

Lapor, Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi 

medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri Kesehatan 

Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 Tentang Institusi Penerima Wajib Lapor. 

Disamping itu, lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor 

ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

sosial. 

Wajib lapor dilakukan dengan melaporkan pecandu narkotika kepada 

Institusi Penerima Wajib Lapor. Dalam hal ini laporan dilakukan selain pada 

Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya 

kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Pecandu yang telah melaksanakan wajib 

lapor dimaksud, wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial 

sesuai dengan rencana rehabilitasinya. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan 

melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan 

mempertimbangkan hasil asesmen. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di 

dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana 

rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen. 

Pecandu narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan 

pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh 

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial dan 

Badan Narkotika Nasional. 

Di Indonesia, ada beragam perbuatan atau tindakan yang dikategorikan 

sebagai tindak pidana narkotika. Bukan saja menanam, memelihara, menguasasi 
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mengkonsumsi dan menyalahguna, tetapi juga memperdagangkan, mengimpor, 

ekspor, dan memproduksi. Orang yang tidak melaporkan perbuatan pidana 

narkotika tetapi mengetahui langsung perbuatan itu dapat terancam pidana. 

Syarat penting untuk dipidananya perbuatan itu adalah dilakukan tanpa 

hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika dilakukan oleh 

orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius dan dilakukan tanpa 

melawan hukum, maka penggunaan narkotika dapat dibenarkan menurut hukum. 

Berdasarkan konsep rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa seorang 

pecandu narkotika juga tidak dapat dituntut secara pidana. Pecandu narkotika 

yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya 

kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi 

medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Pecandu narkotika yang sudah dewasa atau keluarganya melaporkan diri 

ke fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan 

atau perawatan, maka pecandu sangat mungkin tidak dituntut secara pidana jika 

tertangkap. Syaratnya, sebelum penangkapan itu pecandu sedang atau sudah dua 

kali menjalani perawatan medis.  

Alasan tidak menuntut pecandu itu diatur tegas dalam Pasal 128 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan 

pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sedang 

menjalani rehabilitasi medis dua kali masa perawatan dokter di rumah sakit 

dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk pemerintah tidak dapat dituntut 

pidana. 

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menentukan bahwa masyarakat dapat melaporkan tindak pidana narkotika. 

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika 

mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57199c2177e74/node/758/peraturan-menteri-sosial-no-08-tahun-2014-pedoman-rehabilitasi-sosial-pecandu-narkotika-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-yang-berhadapan-dengan-hukum-di-dalam-lembaga-rehabilitasi-sosi
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narkotika. Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat 

dalam pemberantasan penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan 

kepada setiap orang termasuk orang tua dan anggota keluarga lainnya yang 

mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh 

anggota keluarganya untuk melaporkan anggota keluarganya tersebut kepada 

kepolisian atau pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika memberi ancaman kepada siapapun yang mengetahui adanya 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun tidak melaporkannya. 

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 

berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, 

Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 

122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat 

(1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau 

pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” 

Pidana tidak ditujukan bagi orang-orang yang mengetahui adanya tindak 

pidana narkotika saja, tetapi bagi orang tua yang tidak melaporkan anaknya 

sebagai pecandu yang masih belum cukup umur dapat di pidana dengan 

pidanapenjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 128 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Seseorang yang mengetahui adanya keberadaaan bahan-bahan narkotika 

namun tidak melaporkannya tetap dapat dikenakan Pasal 131 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan tiga unsur, pertama 

unsur setiap orang, kedua unsur dengan sengaja dan yang ketiga tidak melaporkan 

adanya tindakan pidana narkotika. Memenuhi unsur pada pasal tersebut, yang 

bersangkutan dapat dikenakan pasal tersebut dengan ancaman hukuman sau tahun 
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penjara dan atau denda maksimal Rp. 50 juta. Bersamaan dengan itu, jika yang 

bersangkutan terbukti positif, juga akan menjalani rehabilitasi. 

Pasal Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana 

narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan Pasal 131 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan 

beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan 

melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah atau cukup hanya dengan 

menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak 

yang berwajib. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang 

kategori pembiaran tindak pidana di dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat 

langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak 

pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan 

pembiaran tindak pidana narkotika terkait dengan Pasal 131 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika tersebut, maka terdapat tuntutan hukum bagi anggota keluarga 

yang tidak melapor apabila ada terjadi penyalahgunaan narkotika di keluarganya. 

Pada umumnya kasus penyalahgunaan narkotika seperti ini selalu diusahakan 

diselesaikan secara internal keluarga karena ingin melindungi anggota 

keluarganya dari ancaman pidana. Akibat dari sikap tidak melaporkan adanya 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut, maka anggota keluarga yang 

tidak melaporkan tersebut dapat terkena sanksi pidana. 

Prakteknya, anggota keluarga yang mengetahui salah satu anggota 

keluarganya sebagai pengguna narkotika tetapi tidak melaporkannya, tidak selalu 

dapat langsung diancam dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dikarenakan unsur  kesengajaan tidak 

melapor yang disebutkan dalam Pasal 131 UU Narkotika tersebut harus 

dibuktikan terlebih dahulu unsur tersebut. Hal pembuktian tersebut tidak 
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mengecualikan orangtua yang tidak mengetahui bahwa obat yang dikonsumsi oleh 

anaknya merupakan obat terlarang atau narkotika. 

Penerapan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-

pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkotika. Selain 

itu, alasan seseorang tidak melaporkan anggota keluarganya yang melakukan 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga dikarenakan orang tersebut tidak 

ingin nantinya dipergunakan sebagai saksi yang dapat memberatkan suatu tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh keluarganya tersebut. 

Seseorang yang dapat dikatakan melakukan pembiaran tindak pidana dan 

dapat di jerat dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika adalah orang yang melihat secara langsung terjadinya sebuah tindak 

pidana narkotika namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib. 

Kondisi demikian yang dapat di katakan melakukan pembiaran tindak pidana dan 

dapat di jerat dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka salah satu upaya pemerintah 

menurunkan jumlah narkotika di Indonesia adalah meminta peran masyarakat dari 

masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian atau BNN  jika 

mengetahui adanya tindak pidana narkotika. Masyarakat dalam hal ini bisa 

keluarga, orang lain, atau pecandu narkoba itu sendiri. Keluarga maupun pecandu 

narkoba diingatkan untuk tidak ragu melapor ke BNN agar dapat direhabilitasi.  

BNN menjamin bebas hukum bagi pengguna narkoba yang melaporkan 

diri. Dengan adanya laporan yang diberikan, para korban akan direhabilitasi 

hingga sembuh, tanpa dipenjara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap pengguna narkoba yang 

melaporkan diri ke BNN  untuk direhabilitasi, maka terhadapnya tidak akan 

dijerat hukum.  

KESIMPULAN 
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Pengaturan hukum peredaran narkoba di wilayah hukum Kepolisian Kota 

Besar Medan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 Tentang 

Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman 

terberat yaitu hukuman mati sebagaimana terdapat di Pasal 114 dan 119. 

Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di 

Indonesia  

Penegakan hukum terhadap pengedar narkoba di wilayah hukum 

Kepolisian Kota Besar Medan adalah meliputi upaya penanggulangan secara non 

penal policy yaitu upaya pre-emptif (penyuluhan) dan preventif (pencegahan).  

Upaya pre-emtif yang dilakukan adalah dilakukan patroli dialogis sedangkan 

upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakuka razia-razia di tempat-

tempat hiburan malam. Upaya penanggulangan secara penal policy lebih 

menitikberatkan pada tindakan represif (penindakan secara langsung). Represif 

(penindakan secara langsung) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah guna 

memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana narkotika. 

Penanggulangan yang dilakukan  kepolisian dalam meminimalisir tindak 

pidana peredaran narkotika jaringan internasional adalah pencegahan, yakni 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan 

narkotika dan membentuk satgas-satgas disuatu kelompok guna mencegah 

berkembangnya narkotika, rehabilitasi yang diperuntukan terhadap pecandu 

narkotika, baik sebagai korban atau menyalahgunakan narkotika, serta 

pemberantasan narkotika yakni melakukan pemberantasan narkotika apabila 

masih terdapat peredaran gelap narkotika. Sasaran pemberantasan ini terutama 

pada pengedar, bandar dan produsen. 
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